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Abstrak
 

Pembangunan daerah merupakan isu yang paling sering kita temui dalam beberapa dekade kepemimpinan di

Negara ini, seiring dengan bergantinya kepemimpinan pemerintahan, pembangunan daerah tetap merupakan

salah satu tugas yang turun temurun ingin diwujudkan agar dapat bertahan dalam era global yang serba

dinamis dan selalu berkembang demi menunjang kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan

pembangunan daerah tersebut tentunya harus membutuhkan tanah yang menjadi tapak dari terciptanya suatu

pembangunan, namun pada kenyataannya tanah yang tersedia seringkali tidak memadai, sehingga

diperlukan tanah masyarakat guna pembangunan tersebut, yang disebut juga pengadaan tanah yang menurut

undangundang dilakukan oleh pemerintah dengan memberi ganti rugi kepada masyarakat yang memegang

hak atas tanah tersebut. Dalam pengadaaan tanah demi kepentingan umum inilah yang sering menimbulkan

masalah penentuan ganti rugi yang dilakukan melalui konsinyasi (penitipan). Penggunaan lembaga

konsinyasi merupakan salah satu cara untuk memaksa masyarakat dalam rangka pengambilan tanah

masyarakat. Konsinyasi seperti diatur dalam Pasal 1404 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, merupakan

opsi yang ditawarkan oleh undang-undang bagi debitur untuk melunasi piutang terhadap kreditur, dengan

kondisi kreditur menolak penawaran mempayaran yang dilakukan oleh debitur, sehingga jika berpedoman

pada pengertian konsinyasi pada Pasal 1404 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kita wajib menelaah

lebih jauh apakah penerapan lembaga konsinyasi memang dapat diterapkan dalam masalah penentuan ganti

rugi yang belum memenuhi syarat musyawarah untuk mufakat. Karena hal tersebut lembaga konsinyasi

yang diterapkan dalam hal pengadaan tanah sesungguhnya adalah suatu masalah yang karenanya peraturan

harus dikaji ulang oleh pemerintah agar tidak lagi terjadi perampasan tanah masyarakat yang seolah-olah

diperoleh sesuai prosedur, sehingga pemerintah diharapkan agar dapat menciptakan peraturan-peraturan

yang berpihak pada rakyat sehingga kepantingan rakyat dapat terwakili.

<hr>Regional development is an issue that most often come across us in decades of leadership in this

country, along with turnover of leadership of government, regional development remains as one of

hereditary task to be realized in order to survive in a global era that completely dynamic and evolving in

order to support welfare community. To achieve such regional development, it certainly need land that

became the site of development creation, but in reality the available land is often inadequate, so that

community land needs to be used in the development, also called as land acquisition according to the laws

made by government by giving compensation to people who hold rights of the land. This land procurement

for public interest is often occuring problematic determination of compensation made through consignment

(deposit). The use of consignment institute is one way to force people in order to acquisite community land.

Consignment as set out in Article 1404 of Civil Act, is an option offered by the law for debtor to repay its

debts toward creditors, in condition that creditors rejected the payment offered by debtor, so if guided by

consignment definition at Article 1404 of Civil Act we must further examine whether the application of

consignment institute can be applied in compensation determining problem that have not qualified for
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deliberation and consensus. Because of that, consignment institute which is applied in land acquisition

matter is indeed a problem that made the rules should be reviewed by government so that community land

expropriation is no longer happening that seems obtained according to procedure, so government is expected

to create regulations that support people so that people?s interest can be represented.


